BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kegiatan pengumpulan vang dari rakyat yang bersifat
wajib untuk diserahkan kepada negara. Pajak adalah jursn yang bersifat wajib uniuk
diserahkan oleh rakvat kepads negars dan berdasarkan undang-undang yang
berlaku untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan
dengan mugas negara unfuk menyelenggarakan pemerintohan. Pajak memiliki fungs
sebagai sumber penerimann m:gm'n yang digunaken untuk membiayai pengeluaran
negara, baik it rutin maupun pembangundn,

Dalam Anggaran Pendspatun dan Belanja Negara (APBN), Pajak
merupdkan sumber penerimasn dalam negeri. Pendapatan negars pada APBN tahun
anggaran 2023 dapat ditﬁmkm sebesar Rp2.463.0 tmiliun koninbusi pendapatan
nefgara dan Sebagian besarmya berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam APBN
Iahﬁmmmn 2023 atms penerimann perpajekan juga ditargetkon lebih menmgkat
sebesar 5.0 persen atau sebesar Rp2,021,2 triliun.
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Gambar 1.1 APBN Tahun 2023
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Wajib Pojak  harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan pajak yang terutang sendiri ini sesuai dengan prinsip selfassessment,
Wujud dari prinsip seff-assessment itu sendiri adolah dengan melaporkan
penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam bentuk Penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) baik itu Masa maupun TJahunan kecuali Orang Pribadi yang
memiliki penghasilan_bersih h:umng dort ’Euqlwii!nn Tidak Kena Pajak vang
Sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangsn no. 1831/PMK.03/2007,

Berdasarkan UU PPh, sistem’ plj':]k vang dianut di Indonesin adalah
m‘:m-'ﬁr :vﬂm#w:m system sﬂﬁiﬂaf"@-ﬁmm} sustern.
Belf-asxexsmont svyiem ﬁ telah berlaku 5.;:‘#r w l;ununn 1984 ini
merupakan pemungutan pajuk yang dilakukan seeura mandin uhh Wajib Pajak
mulﬁhimmghmmg membayar dan melaporkan pﬂjmmm SPT.
Tidak honys dilakukan secaras mandiri, suatu entitas pemberi kema juga
herhnmmg:flmb penub untuk melakukan kewajiban perpajakan uinmﬂm}rn
terkoit suatu pekerjoan vang sesuai dengan sistem Withelding Ta.

‘u!tp)h!hf‘l"asmh\" N. dan Ism (2022), Pa]nkwwﬂtmgm

uj'ak subjektif karena pengenasn pajak ditunjukan terhadap subjek: p@uk Pajak
Penghasilan terdiri dari beberapa jenis yang mnﬂgmm chﬂ'dmg Tax.
Menurut Tumanggor, A. H. (2021), Pajak Penghasilan (PPh) 21 marupakan jenis
pajak yang menggunakan sistem #itho/ding Tax. Hal ini dikarenakan penghasilan
yang diterima oleh subjek pajak ditanggung sendiri yang berkaitan dengan

[PETETIMAAN SECATa PErorangan,

Entitas pemberi kerja sebagai pthak ke tigs vang menerapkan sistem
Witholding Tax i terkadang masith melakukan kesalshan dalam menghitung,
memotong. membayar dan melaporkan pajak atas gaji, honorarnum dan lainnya
yang sesusl dengan peraturan perpajakan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021. Akibat dari kesalahan tersebut, entitas pemben kerja akan dikenakan sanksi
berupa denda dengan jumlak vang sesuai dengan jenis sanksi yang dilanggar.
Berdasarkan kesasalahan tersebut, enfitas pemberi kerja diharapkan mampu



menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan 21 yang
sesual dengan peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2021,

Perhitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan langkah awal
dalam hal kewajiban perpajakan atas gaji karvawan Berdassrkan UL HPP,
perhitungan Pajok Penghasilan 21 (PPh 21} diawali dengan menghitung
penghasilan bruto selama satu bulan yang meliputi gaji. tunjangan-tunjangan serta
penerimaan lainnya. Langkah Icaduac.ylhﬁ‘. an jumlah penghasilan neto
dengan cara mew?b‘inynmwmm furan Jaminan Hari Tua
(JHT). Langkah !llhn]umjll adalah mmghi'h.u'tg Penghasilun. Tidak Kena Pajak
(PTKP) dengan saikan status wajib pajak. Jiks wajib pajak mendapat
Tunjungan Hari Raya H'HR} pada masa pajak ymgmw maka Tunjangan
Han Raya (THR) masuk di masa pajak Desember puh akumulas: penghasilan
bruto.

Berdasarkan hasil penelitian terdohuly yang dilakukan oleh Heriyah, N.
(2021), lebiby dari 50% Yayasan bidang Pendidikan yang tidak menggunakan
fasilitas. yang. diberikan oleh pemerintah. Tingkat pemahaman serta kesaduraan
wajib pﬂ yang rendah menjadi alasan unluk I.Lﬂ(k melakukan kewajiban
perpatjakannyn. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh ‘-Imrn {2016},
penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Bulanan [-:hm Entltml]’cmildlkan
11&n}.'am wmwm Selain itu, Menurut penelitian Suwarno, etal.
["U?I},mdil&-ﬂuhﬁ mmnﬁfah di Kabupaten Gresik belum memenuhi

kewajiban perpajakannva vang sesusi Iia:l.g;nn peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Tidak hanya disektor Pendidikan, pada Penisahaan lainnya juga masih
terdapat wajib pajak vang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Aisyah (2023), Perhitungan,
pemotongan dan pelaporan pajak penghasifan 21 atas gaji karyowan pada PT
Shippindo Teknologi Logistik belum sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku
yakni U Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut Bawamenewi, et al. {2023) perhitungan pajak penghasilan 2| pada



Kantor Kecamatan Bekasi Barat tidak sesuai dengan Undang-Undong Nomor 7
Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapmt kesalahan pada
perhitungan PPh 21 atas pegawai yang disebabkan oleh Kantor Kecamatan Bekasi
Barat tidak menggunakan PKP vang sesuai dengan peraturan Nomor 7 tabun 2021,

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk
meneliti terkait kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak vakni
menghitung, memotong, membayar dan mhpuﬂ:m pajaknya. Yayasan Amikom
Yogyakarta men.gﬂﬁ:iﬁ "'i;ﬁym ;Mg wﬂhﬁmg Pendidikan. Yayasan
Amikom Yng)lﬁm‘ln sd:@i‘ﬂimﬂ pemberi kerja memiliki kewajiban untuk
mencatat, menghiturig, memotong, membayar serts melsporkan pajoknya sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku. Salah satu kewajiban yang utama adalah
mgqhih—mg. Mﬂﬂ-tﬂﬂg: .:.n.emhnyar dan me!upu&p:m'wmn Pasal 21,
hal ini dikarenakan bahwa Yayasan Amikom Yogyakarts memiliki karyawan guna
membantu untuk menjalankan kegiatan yang ada di Amikom. Yayasan Amikom
Yooyakarts memberi imbalan berups gaji. tunjangan dan bomus dengan
menyesuaikan hasil kinerjo karyawan.

Permasalshan yang ade pada Yayasan Amikem Yoovakars yakni
Imng terfambat untuk menginputkan data-data terkait dengan penghasilan
tidak tevatur karyawannya. sehingga dapat menimbulkan selisih perhitungan antara

Yayasan Amikom ﬁdﬂﬂim yang sesunib‘.\whnhm“}mg sedang
berlahl,guhui UU Nomor 7 Tahun 2021 yaitu U HPP. Selain itu. sistem vang
:Ilguna.m ‘untuk mencatat, menghitung, melspor dan membayar pajak masih
tergolong manual sehingga dapal menghambat dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Penelition ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21} ates gaji dan honorarium
karyawan pads Yayssan Amikom Yogyakarta yoang disesuikan dengan UL
Harmonisasi Peraturan Perpajakan atou UL Nomor 7 Tahun 2021 terkait Pajak
Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Berdasarkan hal tersebut. penelitt mengambil judul
“Implementasl Perhltungan Perpajakan PPh 21 atas Gajl dan Honoralrum
Studl Kasus Pada Yayvasan Amikom Yogyakarta™.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang mosalah dan identifikasi masalah di otas. maka
rumusan masalah pada penelitian ini yakni “Bagaimana Implementas: perhitungan
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji dan honorarium pada Yayasan Amikom
Yogyvakarta™"

1.3 Tujuan Penelltlan

dalam mengembangkan penelitian lerkait pajak penghasilan pada
Yavasan Pendidikan,

c. Bagi Yayasan Amikom Yogyakarta
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan
kewajiban perpajakannya.

d. Bagi Penulis



‘berkaitan dengan perhitungan PPh 21 atas gaji dan honorarium pada
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